BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian Pengaruh
Penerimaan Retribusi Obyek Wisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Anggaran Pembangunan Kabupaten Kaimana, dapat diperoleh kesimpulan
mengenai deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

1. Deskripsi hasil penelitian yang digunakan meliputi intensitas wisatawan,
penerimaan retribusi obyek wisata dan anggaran pembangunan Kabupaten
Kaimana.

a. Intensitas wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kaimana pada tahun
2011 dan 2012 berjumlah 105 orang yang diperoleh dari data kunjungan
wisatawan pada Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana.
Wisatawan yang berkunjung tidak hanya berasal dari beberapa Negara
yang didomisili oleh wisatawan dari Negara Amerika serikat dengan
jumlah 55 orang.

b. Penerimaan retribusi obyek wisata Kabupaten Kaimana diatur pada
Peraturan Bupati Kaimana pada tahun 2009. Setiap wisatawan yang
masuk ke wilayah Kabupaten Kaimana diwajibkan membayar biaya
retribusi sesuai dengan ayat 2 yang menyatakan bahwa tarif retribusi
untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp 500.000,-/ Orang / tahun dan

untuk wisatawan domestik sebesar Rp 250.000,-/ Orang / tahun.
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c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana diperoleh dari
berbagai pendapatan dan dana yang tertulis pada Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Kaimana pada
tahun 2012 dan 2013 serta dari penjualan PIN TAG bagi wisatawan yang
berkunjung. Pada tahun 2011 hasil penjualan PIN TAG sebanyak Rp
60.000.000,- dan pada tahun 2012 hasil penjualan PIN TAG sebanyak Rp
72.000.000,- .

d. Anggaran pembangunan Kabupaten Kaimana pada tahun 2013 mengalami
kenaikan menjadi Rp 1,245,455,780,906 dari jumlah awal pada tahun
2012 sebesar Rp 1,206,656,764,480 yang dilihat pada Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Kaimana pada
tahun 2012 dan 2013.

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

a. Intensitas wisatawan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi
obyek wisata hanya karena pada laporan realisasi penerimaan daerah
periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, tidak disertakan jumlah
retribusi obyek wisata yang didapat (tidak ada angka). Hal tersebut
diduga adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum pihak-
pihak terkait yang menggunakan dana retribusi tersebut untuk
kepentingan pribadi. Kondisi ini dipicu lemahnya pengawasan Bupati.

b. Intensitas wisatawan yang berkunjung berpengaruh pada penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana. Intensitas
wisatawan terhitung tinggi dan membuat pengelola wisata menyediakan

hotel, restaurant, dan berbagai tempat hiburan bagi para wisatawan yang
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berkunjung. Penyedia hotel, restaurant dan berbagai tempat hiburan lain
menerapkan biaya pajak kepada wisatawan yang berkunjung yang
nantinya masuk dalam anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Intensitas wisatawan berpengaruh terhadap anggaran pembangunan
daerah. Intensitas wisatawan yang tinggi menuntut adanya pembangunan
program wisata yang dirasa masih diperlukan adanya peningkatan.
Pembangunan program wisata dilakukan dengan pengembangan dan
penambahan pada sarana serta prasarana penunjang di lokasi wisata
dengan memanfaatkan anggaran yang didapat dari biaya yang
dibebankan pada wisatawan saat melakukan kegiatan wisata di

Kabupaten Kaimana.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang telah di simpulkan di atas, maka pada kesempatan ini
kami  memberikan saran kepada pemerintah daerah agar sama-sam
memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Intensitas wisatawan. Hal ini
sangat membantu pemerintah daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut :
1. Mengingat tidak ada pengaruh intensitas terhadap penerimaan retribusi
obyek wisata, sebaiknya dilakukan audit mendalam terkait pemasukan dana,
khususnya penerimaan objek wisata karena ada indikasi penyalahgunaan

anggaran.
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2. Diperlukan pengawasan khusus terkait aliran dana, khususnya pariwisata
karena wisata di Kabupaten Kaimana sangat potensial untuk pengembangan
wilayah tersebut. Bupati perlu intensif melakukan pengawasan terhadap alur
penerimaan anggaran retribusi obyek wisata agar penerimaan retribusi dapat
masuk dalam anggaran pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat.
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